
 

77 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk menjawab 

rumusan masalah yang diajukan, maka kesimpulan dalam dalam penelitian ini 

adalah:  

1. Dalam melakukan pengawasan secara preventif, LPKSM-NTB tidak 

melakukan pengawasan terhadap persiapan dan pengawasan terhadap 

anggaran karena LPKSM-NTB tidak memiliki ranah dalam mengawasi 

persiapan karena merupakan tupoksi dari TKSK, begitu pula dengan 

pengawasan anggaran karena anggaran dana bantuan langsung masuk ke 

rekening masing-masing KPM. 

2. Dalam melakukan pengawasan represif dilakukan dengan melakukan 

pengawasan pasca kegiatan dan inspeksi. Pengawasan pasca kegiatan 

dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap e-Warong, 

melakukan pengawasan terhadap aspek tepat harga, tepat kualitas dan tepat 

jumlah bahan pangan, memeriksa KPM memegang KKS  dan mengetahui 

PIN, melaporkan pihak-pihak yang melakukan penyimpangan.  

3. Pengawasan represif yang dilakukan LPKSM-NTB guna meminimalisir 

penyimpangan-penyimpangan yang ada, seperti temuan-temuan LPKSM-

NTB mulai dari kualitas beras yang disalurkan tidak premium, adanya 

permainan harga, sampai dengan KKS dikumpulkan di TKSK bahkan 

banyak KPM yang tidak mengetahui PIN KKSnya sendiri. 
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4. Pelaksanaan BPNT di Kabupaten Lombok Timur  secara keseluruhan 

bahwa pengawasan LPKSM-NTB terkait enam aspek pelaksanaan BPNT 

telah berjalan efektif. Hal ini sesuai dengan pendapat responden (KPM) 

meliputi efektif 55%, cukup efektif 20%, sangat efektif 15% dan tidak 

efektif 10%. 

5. Hasil analisis kualitatif selaras dengan hasil analisis kuantitatif dimana 

pengawasan yang dilakukan LPKSM-NTB di Lombok Timur sudah cukup 

baik selaras dengan pendapat responden di Desa Labuhan Lombok 

mengenai Enam Aspek pengawasan sudah baik.   

B. Saran 

      Meskipun pengawasan yang dilakukan LPKSM-NTB terhadap penyaluran 

BPNT di Lombok Timur sudah dilakukan dengan baik, namun ada beberapa 

hal yang harus diperhatikan dan perlu ditingkatkan antara lain: 

1. LPKSM-NTB harus menambah keanggotaan lagi agar pengawasan dapat 

dilakukan secara maksimal. 

2. LPKSM-NTB harus mengawasi BPNT di seluruh kabupaten yang ada di 

Nusa Tenggara Barat bukan hanya di Lombok Timur saja.  

3. LPKSM-NTB seharusnya membuat akun sosial media atau website, 

supaya memudahkan masyarakat dalam mencari informasi terkait 

LPKSM-NTB atau sebagai media sosialisasi dan penyebar informasi. 

4. Selama melakukan penelitian di Kantor LPKSM-NTB sering sekali saya 

menemukan kantor tutup sehingga saya rasa akan menyulitkan 

masyarakat yang ingin memberikan laporan atau pengaduan, LPKSM-

NTB seharusnya rutin membuka kantor. 
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5. Pengawasan LPKSM-NTB dilakukan secara menyeluruh mulai dari tahap 

persiapan sampai dengan evaluasi agar pengawasan lebih maksim 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 



 

 

Lampiran 1  Angket 

Kuesioner BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) 

A. Identitas diri 

Nama    : 

Usia    : 

Pendidikan Terakhir  : 

Alamat    : 

B. Petunjuk Pengisian 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memberi tanda centang pada jawaban 

yang anda pilih (√) 

C. Alternatif Jawaban 

Sangat Setuju (SS) 

Setuju (S) 

Cukup (C) 

Tidak Setuju (TS) 

Sangat Tidak Setuju (STS) 

 Aspek 6T (Tepat Sasaran, Jumlah, Waktu, harga, kualitas, administrasi) 

N

O 

Indikator Pertanyaan SS S C TS STS 

1.  Tepat 

Sasaran 

Saya penerima bantuan BPNT      

2  Saya mengetahui masyarakat penerima BPNT      

3  Masyarakat penerima BPNT sudah memenuhi 

syarat 

     

4 Tepat 

Jumlah 

Saya mengetahui besaran BPNT yang diterima      

5  Bantuan yang saya terima sudah sesuai dengan 

jumlah yang sudah ditentukan kemensos 

     

6  Bantuan yang saya terima utuh sesuai dengan 

yang ditetapkan 

     

7  Bantuan yang saya terima tidak ada 

pemotongan 

     

8 Tepat 

Waktu 

Saya menerima BPNT rutin setiap bulan pada 

minggu pertama 

     

9  Bantuan BPNT yang saya terima sering 

terlambat 

     

10 Tepat 

Harga 

Harga komoditi yang diberikan sesuai dengan 

jumlah uang yang diterima KPM sebesar 

200.000 

     

  Harga beras dan telur yang dapatkan sesuai 

dengan yang ditetapkan pemerintah yaitu gratis 

     

  Tidak ada penambahan tariff biaya sepeserpun      

11 Tepat 

Kualitas 

Setiap bulannya saya mendapatkan beras 

dengan kualitas premium. 

     



 

 

12  Komoditi yang saya dapatkan layak konsumsi       

13 Tepat 

Administr

asi 

Proses penukaran saldo dari rekening menjadi 

bahan pangan dilakukan dengan cepat 

     

14  Tidak ada persyaratan dalam menukarkan saldo 

dari rekening menjadi bahan pangan 

     

15  Sering terjadi gangguan pada saat melakukan 

transaksi melalui mesin EDC 

     

 

Lampiran 2 Pedoman Wawancara 

PEDOMAN WAWANCARA TENTANG  

PENGAWASAN LPKSM-NTB  

DALAM PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI  

DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR 

 

A. Tujuan 

Untuk mengetahui bentuk pengawasan yang dilakukan LPKSM-NTB dalam 

penyaluran bantuan pangan non-tunai 

B. Identitas 

Nama  : 

Jabatan  : 

Alamat : 

C. Pertanyaan 

1. Apa saja bentuk pengawasan LPKSM-NTB dalam penyaluran BPNT ? 

2. Apakah LPKSM-NTB telah melakukan pengawasan preventif (sebelum) 

program BPNT disalurkan ? 

3. Bagaimanakah pengawasan yang dilakukan LPKSM-NTB terhadap 

persiapan program BPNT ? 

4. Apakah LPKSM-NTB melakukan pengawasan terhadap anggaran BPNT ? 

5. Bagaimanakah pengawasan yang dilakukan LPKSM-NTB dalam mengawasi 

kegiatan pasca penyaluran BPNT ? 

6. Apakah dalam mengawasi bantuan pangan non-tunai LPKSM-NTB 

melakukan pemeriksaan langsung dilapangan ? 



 

 

7. Apakah LPKSM-NTB telah menindaklanjuti temuan selama melakukan 

pengawasan? 

 

Lampiran 3 Dokumentasi 

Pengawasan LPKSM-NTB 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wawancara Dengan Sekretaris, Legal Consultan Dan Aktivis 

 

 



 

 

Penyebaran Kuesioner  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


